PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang
bersih, efektif, transparan dan akuntabel dalam
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

bahwa untuk mengefektifkan Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung perlu dilakukan revisi terhadap
Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu
menetapkan kembali Peraturan Gubernur Lampung tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021
tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Lampung;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



Menetapkan

o

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4250)sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapakali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3836);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Tahun 2019
Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor
2 Tahun 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 2), diubah sebagai
berikut:



=

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
Wajib Lapor LHKPN terdiri dari:
Gubernur Lampung;
Wakil Gubernur Lampung;
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat eselon 1.b;
Pejabat Tinggi Pimpinan Pratama/Pejabat Eselon Il.a dan Il.b;
Pejabat Administrator/Pejabat Eselon Ill.a dan II1.b;
Bendahara Penerima dan Pengeluaran;
Kepala Sekolah SMAN/SMKN; dan Pendidikan Khusus;
Pejabat Fungsional Madya dan Utama kecuali Fungsional Pendidikan;
Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa; dan
Pengelola Anggaran lebih dari atau sama dengan 500 Juta Rupiah.

TR oMo a0 o

Pasal II

Peraturan Gubernur Lampung ini berlaku pada tanggal diundang.

~ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 - 10 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

« Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 10 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 33

NIP. 196509051991031004
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